
0 

0 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

I 
I 

. I 
I 

: I 
Kecamatan Tanjung Saldi PUMU ,' dengan Tipe A; 
Kecamatan Tanjung Sakti PiUMI, ~engan Tipe A; 
Kecamatan Gumay Talang, :deng8.J1. Tipe A; 
Kecamatan Kikim Barat, dengan Tjpe A; 

, I ' 

Kecamatan Kikim Tim11r, dengan i1ipe A; 
Kecamatan Kikim Tengah, dengai:il Tipe A; 
Kecamatan Kikim Selatan, dengan; Tipe A; 
Kecamatan PSEKSU, dengan Tipe JA; 
Kecamatan Lahat Selatan, denganl Tipe A; 
Kecamatan Mulak Sebingkai, dengan Tipe A. 

I 
Pasal II I 

Peraturan Daerah ini mulai b~riaku pada tanggal diundangkan. 
: I 

Agar setiap orang mengetahuinya, ! metnerintahkan pertgUii.da:ngan 
Peraturan Daerah ini den gan pehempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Labat. I : 

I ' ' I 
Ditetapkanldi 

~ angg~ 
Labat 

r 

I 

Diundangkan di Lahat 
pada tanggal I 

Pj. SEKRETARIS DAER.AH KABUPATEN LAHAT~ 
\ ' 

J 

H. D 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021 NOMOR 
I 

' 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LA.HAT: (1-24/2021) 

I 

I 

I 
I 
I 

'I 

I 

I 

I i 
; I 
I I 
! I 
. I 

, I 



0 

2. 

0 

: I 
'I 

I! 
19. Dinas Perpustakaan Tipe A, :Q,1,ynyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perpus.~kaan dan bidang 
kearsipan. "" : ; i 'I 

20. Dinas Perikanan Tip<r B,: menyplenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perikanan;: i ,,_ 1 

21. Dinas Pariwisata Tip~ B 11 menyelenggarakan urusan 
pemerin tahan bidang pariwisata; ! .,, 

22. Dinas Tanaman Pangiµi, Ho~tura dan ·Petemakan 
Tipe A, menyelenggarakan : \riusan pemerintahan 
bidang pertanian sub :urusa# tanaman pangan, 
hortikultura serta sub ;uru$an pet~makan; .,,. 

23. Dinas Perkebunan Tipe A► melll{elenggarakan urusan 
p~merintah bidang pe~ff!l su}? Fsan perkebunan; .., 

24. Dmas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidan~ perd~~rl gan dEpl bidang 
perindustlian. .,,,, l \ , 1 ', 

e. Badan Daerah terdiri dari: \ I . ! I , 
1. Badan Perencanaan 1Pempan~ir,an Daerah Tipe A, 

melaksanakan fungsi penupjang'.Jerencanaan; .... 
2. Sadan Pendapatan qaer,i-i 111Pe A melaksanakan 

fungsi keuangan sub peng~lola~ lpendapa~ dae~ah; .,, 
3. Badan Pengelolaan K~uangan d~ Aset Daerah T1pe A 

melaksanakan fungs~ kyuang~ sub pengelolaan 
keuangan dan aset da~rah; v Ii , 

4. Sadan Kesatuan Bang~a dajl · Politiki Tipe A, 
melaksanakan fungsi pentl11jang 1<esatuan bangsa dan 
politik; ""' . i 

5. Badan Kepegawaian dan Pengempangan Sumber Daya 
Manusia Tipc B, melaksanakaµ fungsi penunjang 
kepegawaian, pendidikan dan pel4tihan; .. 

6. Sadan Penelitian dan Pengembangan · Tipe B, 
melaksanakan fungsi penunjEi.ng penelitian dan 
pengembangan. " 

Ketentuan ayat (2) Pasai 3 ditambahkari 2 (dua) angka baru 
yakni angka 23 dan angka 24, sehin*a berbunyi sebagai 
berikut : _ · . I 

Pasal3 
! 

(1) Selain Perangkat Daerah sebaga.ima:na dimaksud dalam 
Pasal 2, Kecamatan diteta.pkan sebagai Perangkat Daerah. 

I i 
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: I i 
1. Kecarnatan Lahat, dengan Tipe A; 
2. Kecamatan Merapi Sarat, dengan Tipe A; 
3. Kecamatan Merapi Tiiljlur, fieng~ Tipe A; 
4. Kecamatan Merapi Selatan? deng;~ Tipe A; 
5. Kecamatan Pulau Pinang, c,iengani Tipe A; 
6. Kecamatan Pagar Guriung,: dengan Tipe A; 
7. Kecamatan Gumay Ul1;1, depgan Ttpe A; 
8. Kecamatan Tanjung 'r«rbat,

1 
deng~ Tipe A; 

9. Kecamat.an Kota Agung, d1ngan !/iPe A; 
10. Kecamatan Mulak Ull.:¼ dengan T~pe A; 
11. Kecamatan Jarai, dengan 1ipe A~ . 
12. Kecamatan Pajar Bulap, d~ngan iipe A; 
13. Kecamatau Muara Payang,ideng~ Tipe A; 
14. Kecamatan Suka Merip.du/deng~ Tipe A; 

: 
; I 

I 
I 

Ii 

:i 
I 

ij 
ii 
!i 
11 
I 
'I 
i! ,, 
;1 
'I 

ii 

ii 
" 'I 

11 



0 

0 

. i , I 

I 
I 

; i 
i I 

d. Dinas, terdiri dari : , ' I · 
1. Dinas Pendidikan i daD: KeAudayaan • Tipe A, "' :, 

menyelenggarakan tµUs~ J:'ltjmerintahan bidang 
pendidikan dan bidang kebµdaywµi; 

2. Dinas Kesehatan Tip~ A,'. menyilenggar~ urusan 
pemerintahan bidang keseq.atan; 1 v 

3. Dinas Pekerjaan Umuµi d~ ~ef¥ltaan Ruang Tipe B, 
menyelenggarakan uruss.n ~<tmerintahan bidang 11 

pekerjaan umum dan pena~;~g; ., '. 
4. Dinas Perumahan Ra.lcyat,j Ka'fa~an Perm~kiman dan 

Pertanahan Tipe B,; !meny~~enggarakan urusan 
pemerin_tahan bidan~ perupiahal\ rakyat dEUl kawasan ., 
permukunan serta bi.d~g P,ert..anapan; "" 

5. Satuan Polisi Pamong; Praja dan !Pemadam Kebakaran 
Tipe A, menyelen~arakan titusan pemerintahan 
bidang ketentraman • d~ ketert_iban umum serta 
perlindungan masyarakat sub unisan ketentraman dan 

• I • 
ketertiban umum dan sub urusan; kebakaran; .,,,.. 

6. Dinas Sosial Tipe :A, '.menyelenggarakan urusan 
pemerih tahan bi dang sosial; ... • ! 

7. Dinas Tenaga Kerja dan Tra.nsmigrasi Tipe B, 
menyelenggarakan un.isan '.pemerlntahan bidang tenaga 
kerja clan bidang transmigi;asi; r 

8. Dinas Pemberdayaan Pe~empuap dan Perlindungan 
Anak Tipe A, menyelehggarakan urusan peµierintahan 
bidang pemberdayaan perempuh dan perlindungan 
anak· ~ I 

' I ; 
9. Dinas Ketahanan Pangan ,Tipe B, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pangan; "" 
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bid~g lingirungan hidup; .., 
11. Dinas Kependudukan dan Pen~atatan Sipil Tipe A, 

mcnyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; " 

12. Dinas Pemberdayaan · Masyarakat dan Desa Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan d~sa; ., 

13. Dinas P~ngendalian Penduduk dap Keluarga Berencana 
Tipe A, menyclenggarakan u~san pemerintahan 
bidang pengendalian penduquk dan keluarga 
berencana; v : 

14. Dinas Perhubungan Tipe A, menfelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perhubungan; .., 

15. Dinas Komunikasi · dah Informatika, Tipe A 
menyclenggarakan ~rusa.n p~merintahan bidang 
komunikasi dan informatika, bitj.ang persandian, dan 
bidang statistik; .., I • i 

16. Dinas Koperasi, Usaha K_ecil d$ Menengah Tipe A, 
menyele_nggarakan . urus~ I?tmerintah~ bidang 
koperas1, usaha kecll dan t;nenen~; ., 

17. Dinas Penanaman Moflal 4an Pe ayanan Terpadu Satu 
Pintu Tipe A, menyelepggE\l"~ I . san p~merinqilian 
bidang penanaman m9dal; I .., 1 j · . 

18. Dinas Pemuda dan Ol~raga Tip~ A, menyelenggar~ 
urusan pemerintahcln pidan~1· kepem~daan 1i'an 
olahraga; .,, I , ! 

' ' 

I I· 
I i I 
I II 
i ! ! 

! i 
I l 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor18 TaJ;iun 2~j16 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik In9onesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran 1 NegEQ"a Republik Indonesia 

• I 'I 

Nomor 5887) sebagaimana telah • diubah dengan. Peraturan 
. I 

Peme~tah Nomor 72 Tahun 201~ Peru~~an Atas Peraturan 
Pemenntah Nomor18 T~un 2016; ~en~g Perangl(at Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indone,s1a T~un 2019 ~omor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indpnesia Nomor 6402); 

I ' I 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri NJmor ~9 Tahun 2018 tentang 
Pembinaan dan Pengendalia.i;i Penataal} Perangkat Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun io1s Nomor 1.539); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nrimor 1j Tahun 2019 tentang 
Perangkat Daerah yang Melaksanal?m U~san Pemerintahan di 
Bidang Kesatuan Bangsa dan. Poli,tik (B,~rita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 194};: ! 

I I 

7. Perab.1ran Daerah Nomor 4 Tahun ;2016 :~entang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah ~bupaten Labat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lahat Tahllll 2016 Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 1~omor 4 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daei-ah Nomor 4 Tahun 

I 

2016 tentang Pembentukan dan ~usun~ Perangkat Daerah 
Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Labat Tahun 
2019 Nomor 4}; ; ; 

Dengan Persetujuan Ber.sama · i 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT:ENLAHAT 

dan 
BUPATI LAHAT 

MEMUTUSKAN: I 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR: 4 ! TAHUN 2016 TENTANG 
=:.NTUKAN DAN SUSUNAN PE~FKAT:irAERAH ~UPATEN 

. , . I 

Pasal I , I 
I I 

Beberapa ketentuan dalam Peratur~ ~aerah. fomor 4 Tahun 2016 
ten tang Pembentukan dan Susumin Peranglajtt Daerah '. Kabupaten 
Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten L~at Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan P~ratur4n Daerah Nomor 4 
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas -Peratutan Daerah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan' danl Susl.U\an Perangkat Daerah 
Kabupaten Labat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tah\lll 2019 
Nomor 4), diubah sebagai berikut: : · i 
1. Ketentuan huruf d angka 22 Pasal! 2 diul;>ah dan ditambahkan . 

1 (satu) angka baru yakni angka 2~ dan h,uruf e ditambahkan 1 
( satu)' angka baru yakni angka 4; s~hin~a Pasal :2 berbunyi 
sebagai berikut: · • 'i 

I I 

: I 
Pasal2 ,11 

Ii 
Dengan Peraturan Daerah i'.ni dibenthk Perangkat Daerah 

· I ! I , 

dengan susunan sebagai berikµt: : '. l 
a. Sekretariat Daerah, m~rupfikan · I Sekretariat Daerah 

Tipe A; c..--- . : 

b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekret4riat DPRq Tipe- B; ~ 
c. Inspektorat, merupakan l~spe~torat 11

1
• pe A; v 

I 'I 
, I 

I I 

" 'i 

I 
·' 
·, 
.• 

•I 

:I 
:1 



.. . . 

0 

/ ··o 

I I 
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! I l 

! 

: i 

: 
BUPATI LAHAT . 

PROVINSI SUMATERA SELATAN: _ 
t I. 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN: LA.HAT 
NOMOR J_. TAHUN io21, 1 • 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATJJRAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN: LAHAT I 

Menimbang a. 

b. 

c. 

d. 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

, I I,' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MJ\~A ESA 
Ii 
: I 

BUPATI LAHAT, . I 

' I I: 

bahwa berdasarkan hasil l evaiuasi '. perangkat daerah 
sebagaimana diatur dalam P~raturan J\:f~nteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 201,6 te;ntang Pembinaan 
dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu 

. melakukan penataan Dinas · Pertanian, : Kccamatan Mulak 
Sebingkai dan Kecamatan La.hat Selatan; · 

. I 

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubemur Sumatera 
Selatan Nomor 061/1458/VII/2019°tanggal 11 November 2019 
hal Penataan Perangkat Daerah Bidang Kesbangpol, maka 
perlu dibentuk Badan Kesatuan Bai1g~ d8!} Politik; 

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Gubemur · Sumatera 
Selat.an Nomor 061/0748/VII/2020. ~gg8i113 Maret 2020 hal 
Penataan Perangkat Daerah, maka perlu . mengubah fungsi 
penunjang Pertanian dalam 2 (dua) ~inas;_; 

bahwa berdasarkan pertimb~gan sebagaimana : diinaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c p,erlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2016 ter..tang Pembentiikan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten La.hat; · 

I 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara ~epublilc 
Indonesia Tahun 1945; : ; 

' . . ' '! 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan KotapraJa Dalam: Provinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara I Republik. Indonesia 
Nomor 1821); I . 

i 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara; Republic: Indonesia 
Nomor 5587} sebagaimana te~ beberapa b.li diuqah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan K.edua Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta.bun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembar~1 Negara· Republic 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); ! i 

I I 
I 


